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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan
untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka suatu tindak pidana.
Namun, dalam praktinya tidak jarang ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan
oleh anggota kepolisian terhadap tersangka selama proses penyidikan. Tindakan
tersebut tidak hanya melanggar prinsip process of law, tetapi juga bertentangan
dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-
undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggungjawaban pidana
terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative dengan menelaah
ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP secara tegas melarang tindakan
kekerasan dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan pasal
177 ayat (1), yang menyatakan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan
secara bebas tanpa tekanan. Selain itu, anggota kepolisian yang terbutki
melakukan kekerasan dalam penyidikan dapat dikenakan pertanggungjawaban
pidana sesuai dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau bahkan pasal
422 KUHP jika terbukti melakukan pemaksaan pengakuan secara melawan
hukum.

Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam mekanisme pengawasan
terhadap penyidik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak
hukum dalam menegakkan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak-
hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak
ini bersifat universal, tidak dapat di cabut, dan harus dihormati oleh semua orang,
termasuk negara dan pemerintah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Polisi, Proses Penyidikan,
KUHAP, Hak Asasi Manusia.

viii



ABSTRACT
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACTS OF VIOLENCE COMMITTED
BY POLICE OFFICERS IN THE PROCESS OF INVESTIGATING
SUSPECTS

Investigation is the initial stage in the criminal justice system which aims to
collect evidence to determine suspects for criminal acts. However, in practice, it is
not uncommon to find acts of violence committed by police members against
suspects during the investigation process. This action not only violates the
principle of process of law, but also contradicts human rights guaranteed by the
constitution and laws and regulations.

This study aims to analyze the form of criminal liability for police members who
commit violence in the investigation process based on the Criminal Procedure
Code (KUHAP). The research method used is a normative approach by examining
the applicable legal provisions, including the Criminal Code, the Criminal Code
(KUHP).

The results of the study show that the Criminal Code expressly prohibits acts of
violence in the investigation process as stipulated in Article 52 and Article 177
paragraph (1), which states that the suspect has the right to give information
freely without pressure. In addition, police members who are accused of
committing violence in the investigation are subject to criminal liability in
accordance with article 351 of the Criminal Code concerning persecution, or even
article 422 of The Criminal Code if proven to have committed unlawful coercion
of confession.

This study emphasizes the importance of reform in the supervision mechanism for
investigators to prevent abuse of authority. It is hoped that the results of this
research can be a reference for law enforcement officials in enforcing laws that
are fair, professional, and oriented towards respect for human rights. Because
human rights are fundamental rights that are inherent to every individual from
birth as a human being. This right is universal, inalienable, and must be respected
by everyone, including the state and the government.

Keywords: Criminal Liability, Police Violence, Investigation Process, Criminal
Code, Human Rights.

X



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. Wb
Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. Serta solawat

dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan
para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan
serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. D.r. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I

4. Bapak Dr. Helwa Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu
Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak
Muhammad Taufig, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak
memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan
penyusunan skripsi ini

6. Ibu Atika Ismail S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammdyah Palembang

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



8. Kepada kedua orangtuaku dan keluarga tercinta yang telah memberikan
dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

0. Seseorang yang selalu bersama penulis, disaat susah maupun senang
menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
terimakasih untuk semangat yang selalu diberikan.

10. Teman-teman seperjuanganku, Tessa, Rina, Dira yang selalu memberikan
semangat serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat
ni.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
mebacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan

dimasa-masa mendatang.
Wassalammu alaikum wr.wb

Palembang, 9 April 2025

Penulis

Vebi Anggraini
502021075

xi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...ttt e et e e e neenanae s i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI........cooovviiiiiiiiiiiiiiiveveeeeveeveeaee ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ........ccccccvvvvvviiiiiiiiiece, iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ... iv
PENDAFTARAN SKRIPSI ... v
MOTO DAN PERSEMBAHAN ........ooitiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeteeeetveeeee e vi
BIODATA MAHASISWA ..ottt vii
ABSTRAK ...ttt viii
ABSTRACT ...ttt e e e et e e e e ix
KATA PENGANTAR ...ttt a e e aaaaaaaaaaaaeees X
DAFTAR IS ..t e e et eeaeaeanne xii
DAFTAR TABEL. ... e e e e e aaenes Xiv
BAB I PENDAHULUAN ...t 1
A, Latar Belakang ........ccociveiiiie e 1
B.  Rumusan Masalah............cccoooiiiiiiiii 4
C.  RUANG LINGKUP ..veieiiiiecie ettt 5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............c.ccccovieiiii e 5
E. Kerangka Konseptual..........cccccoiiiiiiiii i 6
F.  Review Studi Terdahulu yang Relevan ..............cccccooviiiieeviiie i, 7
G.  Sistematika PenUIISAN ..........ccovviiiiiiiiiiei e 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeetee et 16
A.  Pengertian Pertanggungjawaban Pidana............c..ccccceeviveeiineeninnnnn, 16
B.  Tindakan KeKerasan ..........cccccueiuieiieiieeiiiesieesee e siee e 18
C.  ANQGQOta POLISI ....vveeiiiiece e 25
D. Proses Penyidikan Terhadap Tersangka ............ccceevvvveeviveeiiineennnen. 32
BAB III PEMBAHASAN......ootttiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeteeeeeeeee ettt 41

A. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan
Oleh Anggota  Polisi Dalam Proses Penyidikan Terhadap
TrSANGKA .. .eveiiiiiie e 41

xii



B. Faktor- Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan

Anggota Polisi Dalam Proses Penyidikan.............cccooceeviiiiieninennnnn 53

BAB IV PENUTUP ..o e e e aaanene 59
Al KESIMPUIAN Lo 59

B.  SAAN o 61

1 2. N 2 VN o D . N < NP 62
| . N o 1 2 N PPN 66

xiil



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulul ..o

X1V



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, khususnya polisi, dalam
tahap penyelidikan sering menjadi perhatian publik. Tindakan ini tidak hanya
bertentangan dengan nilai-nilai human rights, tetapi juga bertentangan dengan
peraturan hukum yang ada.’

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menetapkan langkah-
langkah yang wajib diikuti oleh aparat kepolisian saat melakukan penyelidikan
terhadap tersangka. Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang
berlandaskan pada Pancasila dan Constitution of 1945, yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan
perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara
diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum dan kebijakan pemerintahan tanpa
terkecuali.

Ketentuan-ketentuan terkait penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur
penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas

kepolisian di Indonesia.?

! Vanessa Nataly Karwur, Herlyanty Y.A. Bawole, and Ronald Elrik Rorie, “Sanksi Bagi
Penyidik Atas Perilaku Tersangka Menurut Kapolri Nomor 8 20097, Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum, 13.1 (2023), hlm. 2

2 Sri Sulastri, “Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana”, Semarang:
Pustaka Magister Semarang, 2016, hlm. 11



Seorang petugas kepolisian yang terlibat dalam tindakan kekerasan telah
melanggar peraturan disiplin dan norma etika, sebab setiap anggota kepolisian
memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum serta memelihara integritas,
nama baik, dan martabat Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia).’
Peraturan tentang kode etik bagi anggota kepolisian diatur dalam Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 yang
membahas Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri berperan sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pertahanan
negara dengan tanggung jawab untuk memastikan ketertiban dan keselamatan
masyarakat. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi upaya untuk
mewujudkan stabilitas dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan kedamaian
dan keamanan, penegakan peraturan, serta penyediaan perlindungan dan
pelayanan kepada masyarakat, sambil tetap mengutamakan penghormatan
terhadap human rights.*

Anggota kepolisian yang diberikan tugas untuk menyelidiki suatu kasus
wajib mengikuti aturan hukum yang ada, bukan bertindak atas keinginan pribadi.
Hal ini sangat penting karena seringkali ditemukan penyimpangan dalam proses
investigasi atau pemeriksaan perkara hukum, seperti penggunaan kekerasan dan

pelanggaran terhadap human rights selama proses interogasi.’

3 Hamdani Ritonga, Marlina Marlina, And Mustamam Mustamam, “Penindakan Propam
(Polri Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Bidang Propam
Kepolisian Resor Nias Selatan)”, Jurnal Ilmiah Metadata, 4.3 (2022), Pp. 347-59,
Doi:10.47652/Metadata.V4i3.226, hlm. 5

4 Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Sinar Grafika, 2023),
hlm. 134

5 Zainal Abidin and Abraham Ferry Rosando, “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi
Yang Melakukan Kekerasan Dalam Tahap Penyelidikan”, SEIKAT: Jurnal llmu Sosial, Politik Dan
Hukum, 2.6 (2023), pp. 617-24, doi:10.55681/seikat.v2i6.1096, hlm. 7



Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999, human rights adalah hak fundamental yang dimiliki oleh
setiap orang dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Sebagai
pelindung rakyat, negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak
dasar manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika aparat
penegak hukum tidak mengikuti peraturan yang ada. Polisi yang terlibat dalam
tindakan kekerasan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni penjara selama 2 tahun
8 bulan. Apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan cedera serius, pelaku
bisa dipenjara hingga 5 tahun.®

Untuk mewujudkan keadilan terkait permasalahan yang ada, baik bagi
tersangka maupun anggota kepolisian, diharapkan agar tersangka dapat menyadari
dan menghormati hukum yang berlaku. Sementara itu, anggota polisi diharapkan
menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, sesuai dengan aturan yang
ada. Dalam konteks hukum pidana, meskipun tersangka ditangkap, ditahan, dan
diperiksa, mereka harus diperlakukan dengan mengutamakan hak asasi manusia
yang dimiliki. Perlindungan terhadap tersangka, yang juga bisa menjadi korban
dalam proses penyidikan, dilakukan dengan menghindari tindakan yang tidak adil

atau sewenang-wenang.’

& Doly Afandi Sadewo, Nelvitia Purba, And Adil Akhyar, “Penerapan Sanksi Kode Etik
Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian
Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, Jurnal Meta Hukum, 2.3
(2023), Pp. 34-49, D0i:10.47652/Jmh.V2i3.447, him. 4

" Ach. Fadlail, “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar
Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, HUKMY : Jurnal Hukum, 3.1 (2023), pp. 33045,
doi:10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345, him. 12



Tujuan dari hukum akan terwujud apabila ada keselarasan dalam
penerapannya, yang akhirnya menciptakan keadilan. Salah satu faktor yang harus
diperhatikan oleh aparat kepolisian dalam mencegah tindakan kekerasan saat
menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah memperbaiki sistem
pendidikan yang berfokus pada disiplin ilmu yang berhubungan langsung dengan
interaksi sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana aman dan damai di
masyarakat, tanpa mengabaikan hak asasi human rights setiap individu.®

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya,
penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyajikan
hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Dalam Proses
Penyidikan Terhadap Tersangka Menurut KUHAP ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang,
isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh anggota Polisi dalam proses penyidikan terhadap
tersangka ?

2. Apakah faktor- faktor penyebab tindakan kekerasan yang dilakukan

oleh Anggota Polisi dalam proses penyidikan ?

8 Hasanal Mulkan, Kapita Selekta Hukum Pidana (Prenada Media, 2023), hlm. 5



C.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis ‘“Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi

Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka”

D.

1.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
a. Tujuan Teoritis
1) Memperdalam pemahaman hukum terkait dengan aturan-aturan
dalam KUHAP yang mengatur batasan tindakan polisi selama
proses penyidikan khususnya mengenai larangan penggunaan
kekerasan
2) Menganalisis faktor-faktor yang mendorong anggota polisi
melakukan kekerasan selama penyidikan dan bagaimana faktor-
faktor ini mempengaruhi efektivitas penegak hukum.
b. Tujuan praktis
Tujuan praktis bertujuan untuk memecahkan masalah konkret atau
memberikan solusi yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Memberikan panduan bagi aparat hukum agar menjalankan tugas
penyidikan dengan professional tanpa melakukan tindakan kekerasan yang
melanggar hukumUntuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat
keoplisian mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersangka

selama penyidikan.



2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum,
khususnya terkait hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti
lainnya yang tertarik pada isu kekerasan yang dilakukan oleh anggota
polisi. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi
penting bagi pengembangan teori-teori hukum dan etika kepolisian,
serta membangun diskusi ilmiah yang lebih luas terkait hak-hak
tersangka dalam proses hukum.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi para penegak
hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan pengacara, dalam memahami
batasan hukum dalam proses penyidikan. Penelitian ini dapat menjadi
panduan dalam penerapan penyidikan yang sesuai dengan hukum dan
standar hak asasi manusia. Dengan memahami konsekuensi hukum
dari tindak kekerasan, aparat penegak hukum diharapakan dapat
menghindari penyalahgunaan wewenang, mengurangi kasus-kasus
kekerasan dalam penyidikan, serta meningkatkan profesionalitas dan

akuntabilitas dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1.

Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban hukum seseorang untuk
menanggung akibat atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.



2. Tindakan Kekerasan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan
seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekuatan fisik,
psikologis, atau ancaman untuk melukai, merugikan, atau menakuti
orang lain. Tindakan kekerasan biasanya melibatkan penggunaan
kekuatan yang berlebihan atau tidak sah dan seringkali melanggar Hak
Asasi Manusia.

3. Anggota polisi adalah individu yang bekerja sebagai bagian dari
kepolisian, sebuah lembaga negara yang bertanggungjawab untuk
menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum,
mencegah serta mengatasi tindak kejahatan, dan melindungi
masyarakat.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik,
yakni penjabat kepolisian atau penyidik lainnya yang berwenang, untuk
mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana dan
pemeriksaan tersangka.

5. Tersangka adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu
tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan merupakan
hasil dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kaitan dengan
penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian yang

terkait dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. “Pertanggungjawaban Pidana



Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi dalam Proses

Penyidikan Terhadap Tersangka”.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Judul Tujuan Metode Hasil
Penulis Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
Andi Pertanggungjawa | Untuk mencari | Metode ini | Penelitian ini

Sumange | ban Pidana Faktor menggunaKa | mengkaji
Alam, Anggota Polisi penyebabAnggo | n penganiayaa
Marwan Lalu Lintas yang | ta polisi lalu | Metode n yang
Mas Melakukan lintas yuridis dilakukan
danRuslan | enganiayaan Melakukan normatif oleh
enggong Pada Saat penganiayaan karena anggotapolisi
Bertugas penelitian ini | lalu lintas
digunakan terhadap
Untuk pengendara
mengkaji motor pada
aturan-aturan | dasarnya
hukum vyang | untuk pada
berlaku peradilan
terkait umum
pertanggung
Jawaban
pidana
anggota
polisi.
Penelitian
iniMenganali
sisUndang-
Undang,Perat
uranKepolisi
an dan kode
etik
Dippo Dugaan Tujuan dari | Metode ini | Penelitian ini
Alam Penganiayaan penelitian  ini | menggunaKa | mengkaji
Terhadap Untuk n 2 Metode | tentang
Tersangka dalam | mendapatkan yaitu metode | penganiayaa
Proses peradilan  dan | yuridis n yang
Penyidikan dari | hukuman bagi | normatif dan | dilakukan
Perspektif para pelaku | metode penyidik
Hukum Acara penganiayaan yuridis terhadap
Pidana dan terhadap empiris. tersangka
Konsekuensi tersangka Dalam pidana.
Hukum yang metode Penganiayaa




Patut Diterima
Oleh Para
Pelaku

yuridis
nirmatif
digunakan
untuk
menganalisis
peraturan
proses
hukum yang
mengatur
proses
penyidikan
dalam hukum
acara pidana
dan
mengetahui
bagaimana
penganiayaa
n itu terjadi.
Untuk
metode
yuridis
empiris ini
untuk
melengkapi
metode
normatif
dengan
pengamatan
langsung
atau
pengumpulan
data di
lapangan
mengenai
bagaimana
proses
penyidikan
dalam
dugaan
penganiayaa
n dan
melibatkan
tersangka,
aparat
hukum, dan
pelaku

n terjadi pada
awal tahap
penyidikan
yaitu  pada
tahap
pengumpulan
alat bukti
agar  untuk
mengejar
pengakuan
tersangka.
Hukuman
bagi penyidik
yang
melakukan
penganiayaa
n  terhadap
tersangka
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan
yang berlaku
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Alifan
Siswandi
Rahman,
Amir
Junaidi
Dan Hadi
Mahmud

Pelaksanaan
Penyidikan

Terhadap Tindak

Pidana

Mendistribusikan

Dokumen
Bermuatan

Kesusilaan Yang

Disertai
Ancaman
Kekerasan Di

Wilayah Hukum

Polres
Sukoharjo

Tujuan
penelitian  ini
mengetahui
bagaimana
pelaksanaan
penyidikan
terhadap tindak
pidana
mendistribusiK
an dokumen
bermuatan
kesusilaan yang
disertali
ancaman
kekerasan  di
wilayah hukum
Polres
Sukoharjo

Metode
penelitian ini
menggunakKa
n metode
empiris.
Metode ini
yang
mengkaji
hukum dalam

kenyataan di
dalam
masyarakat

Penelitian ini
mengkaji
pelaksanaan
penyidikan
terhadap
tindak pidana
mendistribusi
kan dokumen
bermuatan
kesusilaan
yang disertai
ancaman
kekerasan di
wilayah
hukumPolres
Sukoharjo,
pemeriksaan
sanksi-sanksi
dan
pengumpulan
bukti-bukti,
hambatan
dan kendala
dalam
pelaksanaan
penyidikan
tindak pidana
tersebut

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Penelitian ini berpijak pada sejumlah studi terdahulu yang mengkaji

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya

anggota kepolisian, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kajian-kajian

tersebut dipilih karena memiliki relevansi tematik,

terutama dalam hal

pertanggungjawaban pidana atas kekerasan yang dilakukan dalam proses

penyidikan, serta pendekatan hukum yang digunakan untuk menganalisis

fenomena tersebut. Dengan menelaah karya-karya sebelumnya, penelitian ini

memperkuat

pijakan teoritis

sekaligus

menunjukkan celah yang masih
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membutuhkan pendalaman, yakni pada aspek normatif dan mekanisme
pengawasan hukum terhadap penyidik.

Salah satu rujukan penting adalah penelitian Andi SumangeAlam, Marwan
Mas, dan Ruslan Enggong (2021) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota
Polisi Lalu Lintas yang Melakukan Penganiayaan Pada Saat Bertugas.” Studi ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tindakan
penganiayaan oleh polisi lalu lintas, serta menyoroti pentingnya pemrosesan
hukum melalui jalur peradilan umum. Relevansi penelitian ini terletak pada
penguatan argumen bahwa setiap bentuk kekerasan oleh aparat, meskipun
dilakukan dalam konteks tugas, tetap harus tunduk pada prinsip hukum pidana dan
etika profesi. Temuan ini sejalan dengan arah penelitian yang menyoroti
pentingnya pertanggungjawaban hukum secara tegas terhadap pelanggaran hak
oleh aparat.

Penelitian lain yang memberikan kontribusi signifikan adalah karya Dippo
Alam (2020) yang berjudul “Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam
Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana.” Penelitian ini
mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk menggambarkan
bagaimana praktik penyiksaan dalam proses penyidikan terjadi dan apa
konsekuensi hukumnya. Penekanan pada pelanggaran hak asasi manusia dalam
praktik penyidikan menjadikan studi ini relevan sebagai pijakan teoritis maupun
empirik untuk penelitian ini, terutama dalam menunjukkan lemahnya

perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan.
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Sementara itu, penelitian oleh Alifan Siswandi Rahman, Amir Junaidi, dan
Hadi Mahmud (2022) dalam karya berjudul ‘“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap
Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan” lebih
menitikberatkan pada pelaksanaan teknis penyidikan melalui pendekatan empiris.
Meskipun tema utamanya berbeda, temuan dari penelitian ini memperkaya
pemahaman terhadap dinamika penyidikan di lapangan dan hambatan-hambatan
struktural yang dihadapi aparat, yang secara tidak langsung berkaitan dengan
ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Adapun penelitian ini secara spesifik memfokuskan diri pada
pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kekerasan oleh penyidik dalam
tahap penyidikan terhadap tersangka, dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif melalui analisis terhadap KUHAP dan KUHP. Tujuan utama penelitian
adalah untuk membedah secara mendalam landasan hukum terkait perlindungan
hak tersangka serta mengkaji kelemahan sistemik dalam pengawasan penyidik.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan
hukum, tetapi juga mengusulkan urgensi reformasi dalam mekanisme pengawasan
sebagai langkah konkret menuju penegakan hukum yang lebih adil, transparan,
dan akuntabel.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan studi-studi terdahulu terletak pada
fokus eksplisit terhadap kekerasan dalam tahap penyidikan dari perspektif
normatif murni. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum yang
sistematis terhadap regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi tersangka serta

mengkritisi absennya mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam institusi
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kepolisian. Jika studi seperti Dippo Alam menyoroti realitas kekerasan dalam
praktik untuk mengejar pengakuan tersangka, penelitian ini lebih diarahkan pada
kerangka hukum yang seharusnya membatasi dan mengawasi kewenangan
penyidik, serta mendesak perlunya reformasi dalam sistem hukum pidana demi
mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian ini
dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena fokus utama
penelitian ini adalah memahami tanggungjawab pidana anggota kepolisian
yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang dilakukan dalam proses
penyidikan.
2. Sumber Data
a. Sumber Data Sekunder

1) Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berasal
dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

2) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan
dukungan kepada bahan hukum primer, yang mencakup buku,
jurnal, hasil penelitian, dan dokumentasi kegiatan ilmiah lainnya.

3) Bahasa hukum tersier adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan bahasa yang menerangkan bahan hukum primer
dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa,

serta ensiklopedia.
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Metode Penelitian Data

Menggunakan Metode Penelitian Pustaka (Library Resercearch) yaitu
Penelitian pustaka yang dilakukan dengan mencari sumber referensi yang
mencakup buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen
pendukung lainnya.

Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Metode ini didasarkan pada peraturan
perundang-undangan dengan pendekatan yuridis normatif, yang

memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam empat bab dengan

urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Bab ini mencakup beberapa bagian, antara lain latar belakang,
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka konseptual, riview studi kasus yang relevan, metode
penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 11 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai definisi pertanggung
jawaban pidana, tindakan kekerasan, anggota polisi, proses

penyidikan.



BAB III

BAB IV
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Pembahasan

Pada bab ini, akan dibahas mengenai pertanggungjawaban hukum
yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh
aparat kepolisian, serta faktor-faktor yang memicu terjadinya
kekerasan tersebut selama tahapan penyidikan.

Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
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